
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pcngelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 66. Tambaban 
( .emh.~ran Nl"o~ni R .... nnlilfl( lnA~c-;11 ~4'\.....,.r .L!M\· 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pcrbendabaraan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5. 
Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 435;); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2-003 tentang Keuangan Kegara. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tnhun 2003 Nomor 47. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

I. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Daerab Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Betita 
Negara Tabua 1950): 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagahnana dimaksud dalam 
huruf a clan buruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati renrang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Oacn,h 
Kabupaten Bekasl sebagai Badan layana.n Umum Daerah, 

b. bahwa dalam rengka pelaksanaan pengelolaan keuangan Rumah &kit 
Umum Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Badan Layanan Umum 
Daerah. maka perlu adaoya pedoman teknis pengelolaan keuangan; 

a. bahwa dalarn rangka meningkatkan pelayanan Rumah Sakit limwn 
Daerah kepada mesyarakar, clan memenuhi ketc:ntuan Perani.ran 
Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolean Keuangen 
Badan Layanan Umum. dibcrikan fleksibilitas berupa keielua,;aan 
uniok menerspkan pengelolaan keuaogan di Rumab Sak.it Umwn 
Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Sadan Layanan Umum Daerah: 

• NOMOR 2 _ u 0•2 

TENT ANG 
PEDOMAN TEKNJS PE'IGELOLAAN la::UANGAN 

RUMAB SAKIT UMml DA[RAH KABUPATEN B£KAS1 
SEBAGAIBADA.'I LA YANAN UMmt DAER.\ll 

DENG AN RAm!A T TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

Mengingat : 

- • 

Menimbang : 

• 

SERI: 

SERITA OAERAH KABUPATEN BEKASI 

NOMOR: 



16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah 
dengan Per.maran Menteri Dalarn Negeri :slomor 59 Tahun 2007 
tenrang Peruhahan Atas Pcraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK..O?J.2006 temang 
Pembentukan Dewan Pengawas pada Sadan Layanaa Um= 

14 Pennuran Menteri Keuangan Nomor 08/PMJ<.0?..12006 tenUlDg 
Kewenangan Pcngadaan Baraog/Jasa pada Sadan Layanan Umum: 

13 Pemturan Presiden Nomor 54 I ahun 20 IO tentang Pcdoman 
Pclaksanaan Pengadaan Barang/Jasa: 

12. Perauuan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20!0 «ntang Stander 
Akuatansi Pemerintahan (Lem.baron Negara Republik Indonesia 
Tebun ZOOS Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503): - 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahuo 2006 tentnng Pengelolaan 
Barang Milik Negara I Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20. Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609): 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pcd<>man 
Penyusunan dan Pcnerapan Stnndar Pelayanan Minim:il (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2005 No,nor ISO. T:iml,ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502): 

9. Peraruran Pemcrintab Nomor 58 Tahuo 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Ncgera Republik Indonesia Tahun 200S 
Norn or 140. T ambahan Lembaran Negara Republik lndon<sia 
Nomor 4578): 

8. Peraturan Pemerintah Komor 23 Tahuo 200S tentang Pengclolaan 
Kcuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Ncgan, 
Republik Indonesia Nomor 4503): 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indooesie Tahon 2009 
Nomor 130. Tambahan Lernbaran Negara Republik Jndon<sia 
Nomor 5049): 

5 Lodlon~-t!Ddang ~- J~ Tabim ;:oo; 1...,.:m; P<menll1.lblm Daenh 
( Lc,mbm,n Ncpra Rq,t,bltl. JDdoocsi.a I ahun :OOI Nlllll"' . ::5. 
Tmnbah:m Lcml;,;m,n <s;eg;,ra Republtk (od<>nes,a :,lomor 3839) 
,s.,t,aga1mana telah diubah tetaklnr dengan \.:nd:m£·Lndang Nocnor I? 
Tahun ;!008 tentane PmJb:ihln Kedua Aw \;ndane-Lnd.lllg 1'omor 32 
Talmo iow ,.,..mng Pemmacaban Daerah (Lcmba;;,,, Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor S9. Tambahan Lembaran Ncgar.1 
Republik Indonesia N0010r 4844): 

6. ljndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 1entang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pcmcrintab Daernb (Lembam.n 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848): 



Pasal I 
Dalnm Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Pemcrintab Kabupaten adalab Pemerintah Kabupaten Bekasi: 
2. Bupati adalah Bupati Bekasi; 
3 gumaf Sakit Umum Oaerah Kabupaten Bekasi yang selanjumya disebet RSUD Kabupaten 

Bekasi adaleh Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten yang dikclola dengan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK. BlUD) secara peauh; 

4. RSUD Kabupaten Bekasi adalah Saruan Kerja Perangka; Oaerab yang dibemuk unmk 
mcmb<rikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barsag dan/atau jasa )'Diig 
dijua) tanpa mengutamakan mencari keunrungan dan dalam melak.ukan kcgialannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas: 

BABJ 
1([1'f:.NTUAN Ul\lUM - 

• 

PERATURAN llUPATI TEJ.;TANG PEOOMAN TEKNIS 
PENGELOLA..<\N KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
K,\l;!UPATEN BEKASI SEBAGAI BAOAN LA YANAN UMUM 
OAERA!l . 

\,Jeneiapkan 

MEMUTUSKAN 

22 Keputusan Bupa,i Bekasi Nomor 44S/Kep.206/RSUD'201 I langgal 10 
Mei 2011 tentang Penetapan Rumah Saki! Umum Daerah Kabupaten 
Bekasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

21 Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik dan Oirekrur 
Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor: H.K.00.06.1.3.5145.IKcp 
l S/PU2003 rentang Peiunjuk T eknis Pengurusan Piumng Negara 
Pelayanan Rumab Sakit; 

• 

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraruran Menteri Dal-am Ncgcri Nomot 13 
Tabun 2006 teotang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah: 

20 Peraturan Oaerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (lembaran Oaerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 7 T ahun 2009) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerab Kabupaten Bekasi Nomor 7 
Tatum 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Ooerah 
Kabupaten 8ekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 
Tahun 201 l): 

, - l'e!3mrm MeD1m Xcmnpz, - n ~ocJ,s "..'00- 1cn:mr 
Pcruhabon >li!S Perauaa,1 'lffllffl Kt'ltwgm ',.-,,- 101'\!K.CC-:oo6 
lcn1411g Podoman P<netapau R<munmtSI bagi Peµbal Pecg,,lob. 
Dewan Peneawas dan P""'""' Badin 1.a, ...... Umnm; - - , 

l 8 Peraturan Menten Dalam ::,iegen Nomor 61 Tabnn 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badon Layanan Umum 
Daerah: 



.. 

5 Pola Pc2q-dol1111 Keo ,ng:m Badao. Uyilla' ' mum Daerab. ~,mg ~9mnya. cfiSMlgklI PPK· 
Bl.L·o lullupalr:n BcLI$, ad.tlab pala pcngeh~:un uu:mgan ~a:,g membcru.ao fiel<stb!!ua. 
baup.> kdd11-=J• untuk menerapkan prnktcr-pnlktek l>,sms ~ang sehat unwk men,~ 
pelayaean kepada masyora\s, dalam raogk• memajukon k?Seialuera:m umum d3'l 
meocerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari kerenruan penge!olaan k<uangan 
dxrah pada umumnye: 

6. Peiabat Pengetola Keuangan Daerah I PPKJ)) adalah pejabat yang roempunyru tugas 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah: 

' Pejaba1 Pengelola RSUD Kabupaten Bekasi adalab pimpinan RSUD Kabup:lten Bekasi )'Ollg 
berumggung jawsb terhadap kinerja operasional RSUD yang terdlri dari pemimpin. pejabat 
keuangan dan pejaba1 teknis: 

i;_ Pendapamn adalah semua penerimaan dalam beorok kas dan tagihan RSUD Kabupaten 
Bekasi yang rnenambah ekuitas dana lancer dalam periodc anggaran bersangkutan yang tidal< 
perlu dibayar kernbali; 

~- Belania adalah sernua pengeluaran dari rekening kas yang mcngurongi ekuitos dana lanear 
dalam periode t.ahun anggaran bersangkutan yang tidak akan dipcroleh pembayaraanya 
kerubali oleh RSUD Kabupaten Bckasi; 

JU. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangj ekuitas dana lancer unmk mcmperoleb 
barang dan/atau jasa untuk kepcrluan operasional RSUD Kabupaten Bekasi; 

I L lnvestasi adalah penggunaan aset untuk mcmperoleh manfaat ekonomis yang dapat 
meningkatkan kcmampuan RSUD Kabupaten Bekasi dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat; 

U Piutang RSUD Kabupaten Bekasi adalah jumlah uang yang akan diterima olch RSUD 
Kabupaten Bekasi danlatau bak RSUD Kabupaten Bekasi sebagai akibat pe,janjian atau 
akibai lainnya berdasarkan peraruran perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah: 

D Vtaog RSUD Kabupaten Bekasi adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu 
herdasarkan peraiuran pcnmdang-undangan. perianiian, atau berdasarkan sebab lainnya yang 
sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran kcluar sumber daya ck.ooomi RSUD 
Kabupaten Bekasi: 

i>. Rekening Kas RSU[) Kabupaten Bekasi adalah rekening tcmpat penyimpanan uang RSUD 
Kabupaten Bekasi yang dibuka oleh pemimpin RSUD pada bank Jabar Banten untuk 
menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD: 

15. Laporsn Keuangan adalah Laporan Penanggungjawaban pengelolaan keuangan yang tetdiri 
aias Laporan Ncraca. Laporan Arus Kas. Lap0ran Realisasi Angganw. dan Catatan Ata:s 
Lapotan Keuangan .. ; 

16. Rencana Strategis Bisnis RSUD Kabupatco Bek.Si. yang selanjumya di.sing.k21 RSB adalah 
dokumen lima tahun3.n yang me-mu.at visi. misi. program scrategis. targC:l kioerja dan 
pcngukuran pe11capaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD Kabupaxen Bdrasi: 

17 Rencana Bisnis dau Anggaran RSUD Kabupaten Bckasi. yaog selanjumya disingka1 RSA 
ad,lah dok<1men perencanaan bisnis dan p<:ngaoggaran tahtman yang berisi program. 
kegjm:ao. target kinerja dan anggaran RSUO; 

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSL!D Kabupatcn Bckasi yang selanjumya disingklll DPA· 
RSVD Kabupateo Bekasi adalah dokumen yang memuat pendapatan dao biaya. proyeksi arus 
kas. jumlah dan kualitas barang dan/arau jasa yang dibasilkan dan digtmakan sebagai dasar 
peloksanaon anggaran oleh RSUD Kabupatcn Bekasi; 

I q Praktek bisnis yallg sehat adalah pcnyelenggaraao fungsi organisasi berdasatkan k.aidah· 
kaidah manaiemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bennUltl dan 
berkesinambungan: 

~0. Nilai omset adalah jmnlab seluruh pendapatan opc,asional yang diterima oleb RSUD yang 
berasal dari barang dan/atau jasa. layanan yang diberikan kepada masyarakat, basil kc,ja 
RSUD dengan pihak lain dan/atau basil usaha lainnya: 

• 



Pnsal 4 
I I l Pemimpin BLUD adalah penanggung jawab umum operasional dan keuangan RSUD 

Kabupatcn Bckasi. 
CI Pcmimpin BLUD scbagaimana dimaksud pada ayat (I) mernpunyai rugas dan kewajiban: 

a. Memimpin. mengarahkan. membina. mengawasi, mengendalikan, dan mengc,'llluasi 
penyelenggaraan kegiatan RSUD: 

b. Menyusun rencana strategi bisnis RSUD; 
c. Mcnyiapkan RBA tahunan; 
d. Mengusulkan caton pejabat keuangan dan pejabat tcknis kq,ada Bupen sesuai 

ketentuan; 
e. Menerapkan pejabar Iainnya scsuai kebulllban RSUD selain pejabar yang telah di 

tetapkan sesuai peraruran perundang-undangan; 

Bagian Kedua 
Pemlmplu RSUD Ka.bupattn Bt-kasi 

Pejabar pengelola RSUD Kabupaten Bekasi terdiri alas: 
a. Pernimpin BLUD: 
b. Pejabm keuangan. dan 
c, Pejabat teknis, 

Pasal 3 

Bagian Kesatu 
Pejabat Pengelola 

BABU! 
PfJABAT PENGELOLA RSUD KABUPA TEN B.EKAST 

Pasal 2 
Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan RSUD Kebupaten Bekasi meliputi: 
• Organisasi pengelolaan keuangan; 
i, Perencanaan dan penganggaran; 
c , Pelaksanaan auggaran; 
d Perubahan anggaran: dan 
c. Akuniansi. pelaporan dau penanggungjawaban, 

BAB lI 
RUAt'1G UNGKUP 

~I 'siJOJ &>Cl ac!atob 1umlab aktn-:1 )-ant icn:.anmm J.tbm ""™"' RSUU pod3 allur ~ ubun 
boku lfflallU. dan mm,pal:ao bag,:,n dan a,,rt p:mennW> d>erah Y•llll tidal< ~ 

!l Tanf ;>J;tlJh unbalan atas oorang ~.,... jasa )"'!l dlherikan oteh RSt.:D tertn3Stlk IDlNl 
basil )an~ wnjar d3.ri mvestasi dana. dapat bcrtujU:!n unrul mc:nuiup scLauh a.tau sebsgian 
dan biaya per unit layaaan, 



p..,.., 1 

I) RSUD Kabupaten Bekasi menyusun RSB lima tahunan berdasarkan pade RPJMD. 

BAB IV 
PERENCANA.~~DANPENG~GGARAN 

l'as•l 6 
Pcjabai teknis adalah pcnangguugjawab teknis di bidang mesing-masing, 

'"1-l Pejabai teknis mempunyai tugas dan kewajiban ; 
a. Menyusun pereucanaan kegiatan teknis di bidangnya: 
b. Melaksanakan kegiatan teknis scsuai RBA; dan 
c, Mempenaugg1mgja,)"'bkan kinerja operasional di bidangnya. 

31 Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayai ( I ). berkaitan ckngan 
muru, standarisasi. administrasi, pe-o..ingkatan ku-.alitaS sumber daya manusia. dan 
peningkatan sumbe-r daya lainnya .. 

... 

Bagian Keempat 
Pejnbat Teknis RSUD Kabupaten Bekasi 

Pasal 5 
(I) Pej,lbai keuangan RSUD adalah penanggung jawab keuangan RSUD Kabupaten Bekasi. 
:> Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada aya, (I) mempunyai tugos daa kewajiban : 

a i\(engkoordinasikao pcnyusunan RBA; 
b. :Vlcnyiapkao dokumen pelaksanaan anggaran RSUD: 
c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya; 
d, Menyelenggarakan peagelolaan kas; 
e. ~lenyelengga,akan pengelolaan ekuitas keuangan; 
f Menyusun kebijakan pengelola.an barang, aset tetap dan iovestasi; 
g, Menyelengg.arakan sistem informasi manajemen keuangan: 
h. Meoyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan: 
1. Menandatangani Surat Perineah Membayar (SPM). 

Bagian Ket.igo 
Pejabar Keuangan RSUD Kabupatee Bekasi 

C \l~ompoibn ~ "'!!r' .>baJi lin<,p ~don._.._ Rst..t>. 
; \lelakukan-p<--ngolol.aan tnang· prlllallg-. dm 
h. \fcna,,J3c,,,gon, pengelaaran clan n:kaung kas RSl,1). 

Oagian Kesatu 
Pereucanaan 



Pasal 10 
I) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), memuat; 

a. Kincrja tabun berjalan: 

Pau19 
I) Pohl aaggaran fleksibel sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat ( 4) merup,11:an belanja 

yang dapat bertambah aiau berkurang secara proporsional dengan mc,npcnimbangl:an 
fluktuasi kegiatan opcrasional. 

?l Persentase ambang batas merupakan kebutuhan yang sesuar, dapat d,prediks, clan dicapcu 
sena terukur, rasional dan dapat dipenanggungjawabkan. 

PW1l8 
, RSUD Kabupaten Bekasi menyu:sun RBA tahunan dengan berpedoman pada RSB. 

'2\ Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disusun berdasarkan pnDS1p 
enggaran berbasis kioerja, perhitungan akuntansi bsaya menurut jenis layanan, kebutuhan 
pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa layanaa 
hibah, basil kerjasama dengan pihak ketiga, lain-lain pendapatan RSUD yang salt, APBD, 
dan APB!f. 

J RBA me<l!pakan penjabaran lebih hlnjut dari program clan kcgiatan RSUD deogan 
bcrpedoman pada pengelolaan keuangan RSUD. 

41 RBA disusun dengan menganut l)(lla an_ttg11tan tleksibel dengan su:uu persentase ambang 
ilams yang ditenmkan dalam perseruase 

Bagian Kedua 
·Pengganggann 

("I RS8 $tbapimeadunaksud ~ay•(l 1di~ S<bogo1 d.2$0Tpenyvs•-• RBA d>n 
C\~-1~ 

- RSB $tbagamuina drmahud pada B\lll i I I mcncakup •= llllS~ program $IJ'3teg1S dan 
pengul:uran l)O!l(*pe1an lonefJa, rencana peccapeian S I hmaj tahwian <Ian pro)cl(si keuangan 
S (luna) tahunan RSUD Mbupaton Beus, 

~ V1$1 seba~mana dtmaksud pada ayat 13), memuat suatu gambaran yang menani:ang rentang 
kcadlin masadepan yang bensiken cita dan c,tra yang ingin di"ujodkan. 

I< MISi secaeatmana drmaksud pada ayat (31 memua, sesuaru yan!J harus ddaksanakan ..,..,.; 
vis, }111lg ditctapkan. agar ruJuan orgamsasr dapat tedal:sana dan berbasil dengan bail:. 

cb Program srrategrs sebagaimana dimaksud pada ay111 (3) memuat prog,am yang berisi proses 
k~iamn }ang berorientasi pada basil yang mgm dicapai sampoi dengan l:urun wal.111 I (satu) 
sampa, dengan S (Irma) tahun dengan mempcrhitungkan poteosi. peluang. dan keodala yang 
ada atau mungkin cimbul 

1- Pengul:uran pencapaian loucrja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pcngulruran 
yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan 
diserai anaJ;sis ams faktor-faktor internal dan ekstemal yang mempcngarulu tereapeinya 
kincrja tahun bcrjalan. 

(Ji Rencana pencapalan ktnerja pehlyanan talninan sebagaimana dunaksud pada ayat (2) 
memuat rencana pada unit-unit petayanan, 

(9 Proyeksl keuangan 5 tabunan sebagaitrulna dimaksud pada ayat (2) rn=uat pendapatan Jl'lda 
umt-unit pelayanan, 



Pasal 14 
RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal lJ, oleh PPKD d1sampaikan Trm Anggaran 
Pemcrintah Daerah (T APD) unruk dibahas dan diveri,1kasi 

Pasal 13 
RBA sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 ayat (1), disarnpaikan kcpoda PPK.D. 

Paso! U 
(I) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Pcmumn Dacrah 

lentang APBD. 
(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (I). dipersamakan sebagai RKA.SKPD 

Pasal 11 
(L) Kinerja tahun berjalan seoagaimana dimaksud dalam Pasa.l 10 ayat (I) hutuf a meliputi 

hasil kegiatan usaha, Faktor yang mempengaruhi kmerja, perbandmgan RBA tahun berj31an 
dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta reocana undak lanjUL 

(2) Asumsi makro dao mikro sebagarmana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hurufb. antara 
lain asumsi tentang tingkat inflasi, penumbuhan ekoeorm, mlai k'uts, asumsi tarif, volume 
pelayanan. dan pendapatan. 

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (I) huruf c, amara lain perkiraan 
peneapaian kinerja pclayanan dan keuangan pada tahun yang din,ncaoakan. 

(4) Analisis dan perkiraao biaya sarnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l O ayat ( l) huruf d 
merupakan prakiraaa biaya per unit penyediaan barang danlaau jasa pelayaoan yang 
diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan'atau 
jasa yang akan dihasilkan. 

(5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal l O ayat {I) huruf e. merupakan estunasi 
harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya pcrsamaan dan 
tingkat margin yang ditentukan seperti tereermin dari tarif layanan. 

(6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayai (I) huruf f, merupakan rencana 
seluruh kegietan tahunan yang dmyatakan dalam saruan uang yang iercermin dari rencana 
pcndapeian dan belaaja. 

(7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (I) huruf g, 
merupaken perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperu tercemun pGda laporan 
rcalisasi anggaran/laporan operasional, ocmca dan laporan arus kas, 

(8) Perkiraan maju (forward est1ma1e) sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO ayat (I) buruf b 
merupakan perhirungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berilMn)'I dari tabun yang 
direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah diserujui 
don menjadi dasar penyusunan anggaran tabun berikmaya. 

b. Aswnsi makro dan nukro; 
c. Target kinerja; 
d. Analisis clan perkiraan biaya satuan; 

e. Perkiraao barga; 
f. Anggaran; 
g. Prognosa laporan keuangan; dan 
h. Perkiraan maju (forward e.,llmme). 

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada a~t (I) disertru dengan usulan program. kcgioran. 
standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang dihasikan, 



Pendapatan bersumbcr dari: 
a. Jasa layenan. 

Pasal 19 

Bagian l(edua 
Pendapatan 

Pasol 18 
11) Dl'A menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur 

RSUD. 
(2) Penandatanganan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayol (I). Bupali dapa1 

mclimpahkan kewenanganya kepada Sckretaris Daerah. 
(JT Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) rnerupakan manifes!SSi dari 

hubungan kerja aotara Bupati dan Direktur RSUD. yang diruangl<an dalam perjanjian 
kinerja. 

( 4) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayni (I), Bupati menugaskan Direktur 
RSUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berbak mengelola dana 
sesuai yang tercanrum dalam DPA. 

Pasal 17 
( II DPA yang telah disahkan oleh PPKD set,J,gaimana dimaksud dalarn Pnsal 16 ayai (I). 

menjndi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD. 
J2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (I). dipergunakan untuk belanja langsung 

dan belanja tidak Jangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 16 
( II PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA sebagai dasar' pelaksaaaan 

anggaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(~I Dalam hal DPA sebagaimana di.maksud pada ayat (I). belum disahkan oleh PPK.D, RSUD 

dapai melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA rahun sebelumnya. 

Bagian kesaru 
DPA-RSUD 

BABY 
PELAKSANAAN ANGGARAi'> 

(~l Berdnsarkan rancangan perda APBD yang telah ditetapkan mcnjadi peraruran daenlh. 
Direktur RSUD melakukan penyesuaian tediadap RSA untuk ditetapkan menj:idi RBA 
definitif 

r 3) R.8A definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepeda PPKD. 

Pan! 15 
(I J R.ff>. yang ~ah drbahas dan d1vmfikas1 T-\PD ,d,a,,;un-"'1'13 dunaksud p<>da Pa,;al 14. 

disampaikan kepada PPKD unruk dnuangkan dalam ran<a11gan -\PBD 



"' 

Pasa123 
Dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan proses 
pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan kereoruan yang berlalru 
dalam pelaksanaan APBN. 

Pasal22 
Hibah terikat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 20 ayat (2). dipcrlakukan sesuar 
i,,runtukkannya. 

Pasal 21 
Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kecuali buruf e dan huruf f, 
dapat dikelola langsung unurk membiayai bclanja RSUO sesuai RBA definiliC 

~l Seluruh pendapatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c dan 
huruf d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pcndapatan asli daerab yang sah pada obyek 
pendapatan RSUD. 

Pasal20 
I Pendapaian yang bersumber dari jasn laynrum seoogaim"-":' dimaksud dalam Paso! 19 

huruf a. adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang dtbenkan ke_pada mMyar.lk.U. 

_ Pendapasan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 buruf b. 
J.srru berupa hibeh terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyaraka; atau badan 
lain 

(1 Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimak.sud dalam Pasal 19 buruf c. dapat 
berupa perolehan dari kerjasama operasi, sewa menyewa dan usaha lainya yang 
berhubungan langsung don atau tidak bcrhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi 
RSUD 
Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d. antara lain : 
a Hasit penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; 
h. Hasil pemanfaatan kekayaan: 
c Jase giro; 
d. Pendapatan bunga; 
e Keuuruugan selisih niJai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 
f. Komisi. potongan atau bcntuk lain sebagai akibat dari peajualan danlatau pengadaan 

barang dan/at.au jasa, 
;, Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e 

adalah pendapatan yang berasal dari ororisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan 
kcgiatan pembiayaan APBD. 

I Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimak>ud dalam Pas.11 19 buruf f. 
dalam ha! RSUD dirunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas 
pernbantuan. 

llilwl. 
c lust! l<l)asama dcn£llll piho.l keu;a. 
d.. Lim-lam p,:nd.lp3uo RSUD ~ans sah, 

e tj>SD. dan 
>\PB:S 
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Pasal 27 
(I) Pengclolaan bclanja disclcnggarakan secara fleksibel berdasarkan kesesaraac antara volume 

kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat, 

<2) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dirnaksud pada ayat (I). merupakan 
belanja yang disesuaikan dengan perubahan pcndapatan dalam ambang baras yang telah 
ditetapkan dalam RBA definitif dan dilaporkan dalam perhitungan anggaran. 

a. Biaya bunga: 
b. Biaya edministrasi bank: 
c, Biaya kerugian penjualan aset tetap~ 
d. Biaya kerugian penurunan nilai: dan 
c. Biaya non cperasional lain-lain. 

Passl 16 
Biaya non opcrasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). terdiri dari: . 

a. Biaya pegawai: 
b. Biaya adrninistrasi kantor; 
c. Biaya pemeliharaan: 
d. Biaya barang dan jasa; 
e. Biaya prornosi; dan 

f Biaya umum dan administrasi lain-lain. 

Pasal 25 
Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). tcrdiri dari : 
a, Biaya pelayanan; dan 
b. Biaya umum dan administrasi. 
Oiaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayatf l) huruf a. terdiri dari : 
-a. Biaya pcgawai: 
b. Biaya bahan; 
e, Biayajasa pelayanan: 
d. Biaya pemeliharaan: 
e. Biaya barang dan jasa; dan 
f Biaya pelayaoao lain-lain. 

31 Bia ya um,1111 dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, tenliri dari : 

PasalH 
Bia).t rerdin dari -unsur bia)'.a ~:mg sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam 
R.BA definmf. 
Biaya mempaksn blaya operasional dan biaya non operasional sesuai dcngan siandar 
J!..unt..si leuongan. 

Bi'llya 
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Pa .. 131 
(I) RSUD dapat membenkan piu,ang sebubungao dengan peoyerahan barang, jasa, danratau 

transaksi yang berhubungan langsung maupun tidal:. langsung dcngan kegia1an RSUD. 

BagiJUI Kelima 
Peogel-OlaaJl Piutang dan Utang 

Pasal30 
I) Dalam pengelolann kas, RSUD menyelenggarakan hal-hal scbagai berilM · 

a. Merencanakan penerimaan dan pengetuaran kas; 
b. Melakukan pemungutan pendapman atau tagihan; 

c. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank: 
d, Mclakukan pembayaran; 
e. Mendapatkan surnber dana untuk menutup defis it jangka pendek; dan 
f. Mcmanfaatkan surplus kas jangka pendek unruk memperoleb pendapatan tambaban. 

(2) Pemanfantan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f, diJakubn seoagai 
investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah. 

(3) Penerimaan RSUD pada setiap hari kerja disetorkan selurubnya ke rekeoing kas RSUD dan 
-dilaporkan kepada pejaba; keuangan RSUD. 

(4) Pengelolaan kas RSUDdiselcnggarakan bcrdasarl:.an praktek bisnis yangsehaL 

Pasal 29 
I) Transaksi peneomaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 huruf a, buruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui rekemng kas RSUD 
pada bank yang ditetapkan Direktur RSUD. 

2) Rekening kas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibuka oleh Oirel1ur dan 
bendahara RSUD.pada Bank Umum. 

Bagian K~mpat 
Pnigdolaan Ka• 

Pasal 28 
• Ambang betas fleksibilnas sebagaimana drmaksud dalam PasaJ 27 ayat (3). ditetapbn 

dengan besaran persentase. 
1 Bcsaran perseruase sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), drtentukan dengan 

mempertimbanglam fluktuasi kegiatan operasional RSUD. 

3 J Pcng,elolun belan)a se<212 Rekslbel sebagaun.ma dunaksud pada ayat ( lj, bcrlaku dahm 
amhang betas lkksibtJJlas sesua, yang tebh dttetapUD dalam RSA definiti( 



Pasal 36 
(I) RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo. 

Utang dapat bersumber dari : 
a. Pemerintah: 
b. Pernerintah dacrah lain; 
c. Lembaga keuangan bank: 
d. Lembaga keuangan bukan bank; dan 
e. Masyarakat. 

Pasal35 

Pasal 34 
t l f Perikatan pinjaman jangka pendek ditctapkan oleh Direktur RSUD. 
12) Besaran utang jangka panjang direnrukan berdasarkao tiogkai likuiditas selama masa 

ungsuran. 
(3) Perikatan pinjaman jangka panjang ditetapkan oleh Direkrur RSUD dengan p<rSetajuan 

Bupati. 
(-11 Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimak.sud dalam Pasal 33 apt (l). 

menjadi tanggung jawab RSUD . . 

Pasal 33 
I l J RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional d.ln/mau 

perikatan peminjaman kepada pihak lain. 
,1, Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan 

bertanggung jawab. sesuai dengen praktek bisnis yang sehat, 
(31 Pemanfaatan pinjaman/etang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek banya 

untuk belanja operasional termasuk kcperluan menutup defisit kas. 
Hi Pemanfaatan pinjarnan/urang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya 

untuk belaoja modal. 

Pasal 32 
I, Piutang dapat dihapus sccara mutlok atau bersyarat apabila sudab ada pcnilaian oleh pejabat 

yang berwenang. yang nilainya ditetapkan secara berjeojang sesuai ketenman yang bedaku, 
1~1 Kewenangan pcnghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ditetapkan oleb 

Bupati berdasarkan ketenman peraruran perundang-undangan yang berlaku. 

(~J Pi-.i; dikdola 5IXVa remh. di51e!l. d;cn,mi, """""""' don ~ab ,..,.,., 
dapn - nila, - 5eSU3.I ~ pnnsip bisms ~111lg ""'"' don t,en!3S3f 
ket<IUU:lD p,nllllrtUI p,,n,ndJ!I,,·~ ):m.l berlaku_ 

(Jl RSL.D mel:iksanakan JX'll"£1b,m p,u=s- 
, 41 Uruul.. melaksaaakaa penagihaa piutang sebagnmana dimaksud pada ayat (3). RSUD 

menviapkan bukn dan administrasi pcnagihan. menyelesaikan tagihan atas piutang. 
51 Pcnagiban piul3Rg sebagairnana dirnaksud pada aya1 (3). yang sulit ditagih dapat 

dihmpahkan penagibannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah, 



... 

l'l$ll 40 
(l) Hasil investa.si merupai<an pendapatan RSUD 
(2) Pendapataa RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dipcrgw,akan secara 

langsung untul: membiayai belanJ• sesuai RBA. 

Pasal 39 
( I) RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang. keeual • atas perserujuan Bupati. 
(2) lnvestasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (I), aawa lam · 

a. Penyenaan modal; 
b. Pemilil1U1 obligasi unruk masajangka panJan~atau - . 
c. lnvcstasi lengsung (pendirian perusahaan). 

(3) Dalam hal RSVD mendirikarsmembeli badan usaha yang bcrl>adan bukum, kepenulilran 
badan usaba tersebut ada pada pemenntah daerah. 

Pasal 38 
Cl) Javestasi jangka pendek sebagaimana dimJlksud dalam Pasal 37 ayat (2) merupakan 

investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam raagka manajemen 
kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua betas) bulan. 

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mencakup: 
a. Deposito berjangka walctu 3 (tiga) bulan sampar dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat 

diperpaniang secara otomaris; 
b. Pembelian Surat Utang Negan, (SUN); 
c. Pembelian Sertiflkar Bank Indonesia (SB[): daa 
d. Pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN). 

Pasal 37 
t 1) RSUD dapa1 melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan peodapatan 

darvaiau peningkatan pelayanan kepada masyarakat sena tidak mengganggu b'k:uidi13S 
keuangan RSUD. 

(2) lnvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa investasi jangl:a pendek dan inv<StllSi 
jangka panjang. 

8agi1n Keeoa.m 
lnvestui 

t2l Pou;; 11-• RSUD dapal. meitknb:c pcl+n1++n pc:wbayarau btlrap d:ln p:,tnt se1-c;p,1g 
bdai mckhoh, "1W •miwng hams ymg u,lah mldll'hD dalam RBA 

, 3) Pelampau:,n pcmbayanm bwip dan pokot pu,Jaman utang sebagaunana dunal::sud pada 
aya1 !21dilaporun dalam pembahasan RBA Perubahan. 

(4) Dalam baJ pembayarao bunga dan cicilan pokok utang yang jalUb tempo melebihi angg,tran 
yaug iersedia dalam RBA Perubahan, pemimpin RSVD dapat melakukan pelampauan 
pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD. 
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Pasal 43 
(I) RSUD tidak dapat mcngalibkan danlatau menghapus aset tetap, kecuali ataS persewjuan 

pejabat yang berwenang. 

Pasal 42 
(I) Pengadaan barang I jasa sebagairoana dimaksud dalam PasaJ 41 ayat ( I), dilaksanabn 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemimpin RSUD. deagan mengilruti prinsi~pons,p 
transparansi, adil, tidak diskrimmatif, akuntabilitas dan praktek bisnis )'aDg sebat dalam 
rangka peningkatan mutu pelayanan. 

(2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (I) 
disclenggarakan berdasarkan jeniang nilai yangdiatur sebagai benlcut 
a. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan rulai sampai dengan Rp S0.000.000.00 (lima 

puluh juta rupiah) dapat dilakukan swakclola daniatau pembelian langsung kcpada 
penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berups kwilansi pembayaran 
disertai materai secukupnys; 

b. Pengadaan barang danlatau jasa dcngan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima pulub jnta 
rupiab) sampei dengan nilai Rp 2SO.OOO.OOO,OO (dua rntus lima puluh Juta rupah) 
dilakukan pcngndaan/Pcnunjukao langsung oleh Pejabat Pengadaan kcpada pen)edia 
barangrjasa dengan pertanggungiawaban berupa Surat Peruual! Kel)a; 

c, Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas 250.000.000.00 (d\la mtuS hma 
puluh juta rupiah) sampai de!lga,, nilai Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) 
dengan metode pengadaan/Pcnunjukan lang:;ung oleh ULPIPanitia kepada penyedia 
barang/jasa dengan penangguagjawaban kootrak: 

d. Peogadaan banltlg dawatau jasa dengan nilai di atas Rp S00.000.000,00 (lima ratus 
Jura rupiah) sampai dcngan 1.000.000.000.00 (saru molyar n,poal!) dilalrukan deng;,n 
metode pelelanganlseleksi sederhana/terbatas olch ULP/Partitia kepada penyed,a 
barangrjasa dengan petUnggungjawaban kontrak; 

e. Pengadaan barang danlalau jasa dengan nilai di atas Rp 1 000.000.000,00 (saru milyar 
rupiah) dilakukan dengan metode pclclangan'seleksi Umum dengan 
penanggungiawaban berupa kontrak; 

(3) Ketentuan pengadaan barang I jasa yang ditetapkan pemimpin RSUD scbagaimana 
dimaksud peda ayat (1), dalarn rangka mewujudkan kelersedoaan bamng I jasa yang lebih 
bennutu. lebih murah. proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah 
menycsuaikan dengan kebutuhan un1uk mendul..'llllg kelancaran pelayanan RSUD. 

Pasal 41 
11 l Pengadaan barang I jasa dilakukan betdasark:an prinsip efisiens1 dan ckooomis sesuai dengan 

praktek bisrus yang sehat. 
(2) RSUD diberikan fleksibilims berupa pembebasan seoogjan atau selwulmya dari ketentuan 

yang berlaku umum bagi pengada3n barang I jasa pemerintah. bila terdapa1 alasan cfcL-tifi,as 
dan/atau efisiensi. 

(3) fleksibilitas sebagaimana dimaksud pElda ayar (2), diberikan terbadop peogadaan 
lxmlng/jasa yang sumber dananya berasal dari : 
a. Jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan 
b. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. dan 
c, Hasil kerjasama dengan pihak lam. <Ian 
d. Lain-lain pendapatan RSUD yang sah. 

a.p.a 1'ftwJ1ll, 
l'updue MD P .. gdo1ttn 8arug 



Pasal 47 
(I) Hasil keriasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, merupakan pendapatan RSUD. 
(2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dapet dipergunabll seeara 

langs111Jg 111Jtuk membiayai belanja sesuai RBA. 

Pasal~ 
(!) Kcrjasama dengan piJ;ak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, mcliputi. 

a. Kerjasama operasi: dan 
b. Sewa menyewa, 

(2) Kerjasama operasi sebagaimana dnnaksud pada ayat (I) buruf a, merupakan penkamn anwa 
RSUD dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas melalui pengelolaan manajemen dan 
proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakasan, 

(3) Sewa mcnyewa sebagaimana dimaksud pada ayar ( I) buruf b, merupakan pemanfaatan 
barang milik RSUD oleh pihak lain dalamjangka waktu eertenru dcngan unbejeo uang. 

Pasal 45 
(I) Cuna meningkatkan kualitas pelayanan RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak 

ketiga. 
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, 

efektifitas dan ekonomis, 

Raglan Kedelapan 

.Kerjasam.a 

(2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi, dapat dialihgunakan oleh pemunpio RSUD dengan pcrsctujuan kepaia daerah 

Pa.sal .U 

(I) Tanah don bangunan RSUD discttifikatkan atas nama pemenntab daerah. 

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada aya1 (I), merupakan aset berwuJud yang mcmpun~-., 
masa manfaat lebih dari 12 (dua betas) bulan untuk digunakan dalarn kegiatan RSUO aw, 
dimanfaatkan olch masyarakat umum sesuai stander akuntansi yang berlalru. 

(3) Kewcnangan pengalihan danlatau penghapusan esei tetap sebagaimaoa dimaksud pada a)'llt 
{I), diselenggarakan betdasarkan jenjang oilai dan jenis barang sesuai dcngan ketenruan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

(4) Penerimaan basil penjualan aset tetap akibat dan pcngalihao set,aga,mana dimal<s<,d peda 
ayat (3), merupakan peodapatan RSUD. 

(5) Hastl penjualan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diungkapbn secara 
memadai dalam laporan keuangan RSUD. 

(6) Pengalihan danlatau pcnghapusan aset tetap scbagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dilaporkan kcpada Kepala Daerah melalui Sekretans Daerah. 

(7) Penggunaan aset tetap uotuk kegiatan yang ndak terkait tangsung dengan tugas pokok dan 
fungsi RSUD harus mendapat perserujuan Kepala Daerah melalw Selcretaris Daerah. 



P'"°ISJ 
Perubahan OPA mengikuti mekanisme penyusunan anggaran 

Pasal52 
(I) Perubahan rerhadap RBA ditetapkan dengan keputusan Direlaur 
(2) Perubahan RBA sebaga,mana dunaksud pada ayat (I) dilaporkan kepada PPKD 

PasalSJ 
(·\ }- Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila : 

a. Terdapar perubahan anggaran; 
b. Bclanja mclampaui ambang batas fleksibilites yang telah ditetapkan: dan 
c. Pergeseran antar jeois belanJa dal>'a!8U anw kegiatan 

(2) Perubaban sebagaimana dimal:sud pada ayat (I), dilaksanakan......,; deogan penuutan 
perundang-undangan yang berlaku 

BABVI 
PERl'BAHA:'1 A1'GGARAN 

(I) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, didasarl:an pada prinsip 
manejemen pengelolaan keuangan bisnis yang schat. 

(2) Pcnatausahaan kcuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (I), harus dilakukan seeara 
tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipcrtanggungjawabkan. 

(3) Sistem dan prosedur pengelotaan keuangan sebaga,mana dimaksud dalam Pasal 49. 
ditetapkan dengan keputusan Dirclctur sesuai pcn11uran perundangan )'ling berlaku, 

Pa'"'149 

Penatausahaan keuanga» mehputi: 
a. aktiva Iancar 
b. investasi jangka panjang, 
c. aset tetap, 
d. aset lainnya~ 
e. utang; 
f. equitas. 

Pasal SO 

Bagi,11 Kesepulah 
Pe,nataUj.flhaan 

Bagian Kesembilaa 

Penyei-ian l(erugian 
Pasal 43 

Kerugia» pada RSUD yang disebabkan oteh tuwlakan melangg.,r hukum atau kelalaian seseorang 
diselesaikan sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-undangan )'111l!l berlalrn mengemi 
penyelesaian kerugian daerah. 
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PasalS7 
(I) Laporan keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 55 ayat (1), terdiri dari : 

a. Neraca; 
b, J..aporan aktivnas; 
c. Laporan arus kas; dan 
d. Cawan atas laporan keuangan 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l). disertai dengan laporan meagenai 
ldnerJa. - (3) Neraca scbagaimana dimaksud peda aya1 (I) huruf a, merupakan lapor.in yang 
menggambarkan posisi kcuangan mengenai aset, kewajiban dan ekullas dana pada tang_eal 
tertenru 

(4) Laporan aktivitas scbagaimana dimaksud pada aya1 (I) huruf b, merupakan laporan yang 
berisi infonnasi jumlah pendapatan dan bcban RSUD selama saru penode. 

(S} Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf c, merupakan laporan yang 
menyajakan infonnasi kas sehubungan dcagaa akti,11as operasional, mvestasi dan aktivitas 
pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal. pe,,erimaan, pengeluaran 
dan saldo akhrr kas sclama periode tenemu. 

(6) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud peda aya, (I) buruf d mcnipal.;an 
catatan yang berisi penrelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporm 
keuangan. 

PasalS6 
(I) RSUD mengembangkan dan mcnerapkan sistem akunmns, dengan berpedoman pads standar 

akunransi yang berlaku. 
(2) Kebijakan akuntansi RSUD sebagaimann dimaksud pada aya1 (I). digunakan scbaga, dasar 

dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan peogungkapen asei, tewajiban, elruitas dana, 
pcndapatan dan biaya untuk RSUD yang bersangkutan dcngan ditctapl<an oleb Bupori 
dengan peraturan Bupati. 

Pasal SS 

(I) RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan kcuangan scsua_i de~. standar 
akuntansi keuangan yang diterbilkan oleh asosias1 profesi akulllansl Indonesta untuk 
manajemen bisnis yang sehai. 

(2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud peda aya1 (1). 
menggunakan basis akrual baik dalam pcngakuan pendapatan, biaya, asct. kcwajiban dan 
ckuitas dana. 

(I) RSUD menerapkan sistem infonnasi mana1emen keuangsn seseai dengan kebutuhan 
praktek bisnis yang sehat, 

(2) Setiap transaksi keuangan RSUD dicatal dalam dokumen pendul.-=8 yon& d,.:clola seeara 
tertib. 

&AB\ U 
"•L ,TA.,SL P£1.Al'ORA 'i D\ 'i PERTA.,GGU~GJA\YABM 

Pasa1S4 



Pasal 63 
(I) Defisu anggatan merupakan selisih kurang antara realisasi pcndapatan dengan realisas, 

biaya RSUD pada satu tahuo anggaran. 
(2) Defisu aoggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anw,ran berikutnya kepada 

PPKD melalui pemimpin RSUD sesuai dengan kewenangaonya. 
(3) PPKD sesuai dengan kewenangannya dapet mengajukan anggaran untuk menutup dcfisit 

pelaksanaan anggaran RSUD dalam APBD tahuo anggaran berikutnya. 

BABIX 
SURPLUS DAN DEFISn· 

Pas.11162 
(1) Surplus anggaran merupakan selisih lebib amara realisasr pendapelan dan realisasi bia}a 

RSUD pada satu tahun anggaran, 
(2) ...Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat digunakan dalam anggaran tahuo 

berikutnya kecuali ditetapkan lain oleb Bupati, sesuai d engaa kewenang;mnya, dapal 
diserorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempernmbangkan posisi 
hkuiditas RSUD. 

BAB VIII 
AJ(ONT ABILIT AS KL~RJA 

Pasal 61 
(I) Direlctur bertanggung jawab terhadap ltinerja operasional RSUD sesuai dcngan tohl: ukur 

yang ditetapkan dalam RBA. 
(2) Direktur mengikbtisarkan dan melaporkan kincrja operasional RSUD secara terintegrasi 

dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 a)'llt (Li 

Pasal 6-0 
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (I) huruf c, diaudit oleb pemeriksa 
eksternal dan internal sesuai deogan peraturan perundang-undang Jang berlalru. 

Pasal 59 
(l) Laporan kcuangan sebagaimana dn:naksud dalam Pasal 57 •>"'' ( I) d1laksanal:aa secara 

berkala terdiri dari ; 
a. Laporan tnwulan yang terdui dari neraca dan la_poran aktifitas; 
b. Laporan semesteran tcrdiri dari neraca, laporan alctifitis. laporan anis kas clan Catatan 

Atas Laporan Keuangan (CALK); 
c. Laporan tahunan terdiri dari oeraca, laporan aktifitas, laporan arus kas dan CALK 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampa1kan paling lambat 2 (dua) bulan 
sereteh periode pelaporan heral;lur 

Pml5S 
RSCD menyusun d:!n =ytmpmbn lspor-..11 l._ k<pn1 PPKD ""'1Jk dikoosol,,..,,_ 
~ bporan keU3Ilgan pemenmah dler.tb. S<$UIJ stmd8r akunw,s, pemeru,tta 
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